
BERITA DAERAH 

KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 16.a TAHUN 2015 

  

nimbang 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 16.a TAHUN 2015 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

:a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan 

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan 

diperlukan rencana kerja pemerintah daerah tahunan 

yang merupakan penjabaran dari rencana 

pembangunan jangka menengah daerah, 

. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, maka Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Tahun 

2016,
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di 

Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 1822): 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4060): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355): 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
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125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438): 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 

tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah 

Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto 

(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3147), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun



Memperhatikan : 

12. 

13. 

14. 

15. 

183 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737), 

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 

2009-2014 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 11), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

MEMUTUSKAN: 

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil 

Bupati serta Pejabat Daerah Dalam Melaksanakan 

Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E)
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sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya 

dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 

(Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 

Nomor 26): 

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 

2016 

Pasal 1 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2016 yang selanjutnya disebut 

RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan 

daerah Kabupaten Gorontalo untuk periode 1 (satu) 

tahun yaitu Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 

Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 

2016. 

Pasal 2 

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan 

kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan 

rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian 

tentang keluaran kegiatan dan indicator kinerja 

masing-masing program. 

2. Laporan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), 

disampaiakan kepada Bupati melalui BAPPPPEDA 

paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 

berakhirnya triwulan yang bersangkutan. 

3. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan
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anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh 

satuan RKPD adalah sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan satu 

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

& Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 

3 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 25 Mei 2015 

BUPATI GORONTALO, 

TTD 

DAVID BOBIHOE AKIB 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 7 Mei 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

ear AA 

« 

DIJAH U. TAYEB 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 16.a


